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ABSTRAK

Indra Darmawan, 2025. Peranan Wali Hakim dalam Penyelesaian Pernikahan
di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar dalam Tinjauan
Hukum Keluarga Islam. Tesis, Program Pascasarjana
Pendidikan Agama Islam, Universitas KH. Abdul Chalim
Mojokerto. Pembimbing: Dr. M. Chabibi. M.Hum

Kata Kunci: Wali Hakim, Akad Nikah, Hukum Keluarga Islam, KUA, Maqasid
al-Syari‘ah

Latar belakang penelitian ini bertumpu pada fenomena sosial yang
menunjukkan masih adanya sejumlah kasus pernikahan yang tidak dapat
dilangsungkan dengan wali nasab, baik karena ketiadaan wali, penolakan tanpa
alasan syar’i, maupun sebab-sebab lain yang relevan secara hukum. Dalam konteks
ini, kehadiran wali hakim menjadi instrumen yuridis dan syar’i yang penting dalam
menjamin keberlangsungan pernikahan secara sah. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengidentifikasi determinan penggunaan wali hakim dalam akad nikah, serta
menganalisis peran substantif wali hakim dalam menyelesaikan hambatan
perwalian dalam praktik pernikahan di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam
dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, tokoh masyarakat,
dan ulama setempat, serta studi dokumentasi terhadap arsip dan data administratif
KUA. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan
normatif-sosiologis guna memahami praktik keagamaan dalam bingkai hukum
positif dan nilai-nilai syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi
penggunaan wali hakim dalam pernikahan di Kecamatan Darussalam meliputi: (1)
ketiadaan wali nasab; (2) penolakan wali tanpa dasar syar’i; (3) status sebagai
mualaf; (4) kondisi keluarga broken home; (5) ketidaksahan wali secara hukum;
dan (6) keberadaan wali yang tidak diketahui (ghaib). Dalam menghadapi kondisi-
kondisi tersebut, wali hakim memainkan peran strategis tidak hanya sebagai
pelaksana kewenangan administratif, tetapi juga sebagai representasi negara dalam
menjamin hak-hak keagamaan dan sosial perempuan. Penetapan wali hakim oleh
Kepala KUA dilakukan berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan melalui
mekanisme verifikasi serta pembuktian secara administratif yang ketat. Peran ini
dijalankan dalam kerangka maqasid al-syari‘ah untuk memastikan keabsahan
pernikahan, menjaga ketertiban sosial, dan menegakkan prinsip keadilan dalam
masyarakat.
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This study is based on a social phenomenon indicating the
persistence of marriage cases that cannot be conducted with a lineage
guardian (wali nasab) due to various reasons, such as the absence of a
guardian, refusal of the guardian without legitimate Islamic grounds, or
other legally relevant circumstances. In such contexts, the presence of a wali
hakim (judicial guardian) becomes a critical legal and religious instrument
to ensure the lawful execution of marriage. The objective of this study is to
identify the determining factors behind the use of a wali hakim in marriage
contracts and to analyze the substantive role of the wali hakim in addressing
guardianship obstacles in marriage practices within Darussalam Subdistrict,
Aceh Besar.

This research employs a qualitative approach using field study
methods. Data collection techniques include in-depth interviews with the
Head of the Office of Religious Affairs (KUA), religious counselors,
community leaders, and local scholars, as well as document analysis of
administrative records from the KUA. Data were analyzed descriptively and
analytically through a normative-sociological approach to understand
religious practices within the framework of positive law and Islamic values.

The findings reveal that the factors underlying the appointment of a
wali hakim in marriage cases in Darussalam Subdistrict include: (1) the
absence of a wali nasab; (2) unjustified refusal by the guardian; (3) the
bride’s status as a convert to Islam (muallaf); (4) broken family conditions;
(5) legal disqualification of the guardian; and (6) unknown whereabouts of
the guardian (ghaib). In response to such conditions, the wali hakim plays a
strategic role not only as an administrative authority but also as a state
representative ensuring the religious and social rights of women to marry
lawfully. The appointment of the wali hakim by the Head of the KUA is
based on Article 23 of the Compilation of Islamic Law and follows a strict
process of administrative verification and proof of emergency
circumstances. This role is carried out within the framework of magqasid al-
shari‘ah to ensure the validity of the marriage contract, maintain social
order, and uphold justice within the community.
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